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PENETAPAN
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana

tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat,

sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah,

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register
perkara Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-
hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama
Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, pada tanggal 30 Agustus 2013, dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor xxx, tanggal 06 September 2013;
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2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan
Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kontrakan di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu
tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Tengah, sampai
Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak kandung yang bernama:
a. anak 1, NIK : xxx, perempuan, tempat tanggal lahir di
Pangkalpinang, 15 Juni 2014, pendidikan SD;
b. anak 2, NIK : xxx, laki-laki, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang,
11 Oktober 2020, pendidikan Belum Sekolah;
Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014,
ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya adalah:
a. Tergugat sering marah ketika Penggugat mengingatkan Tergugat
untuk jangan meletakkan handuk sembarangan dan Tergugat langsung
marah kemudian pergi keluar rumah dan baru pulang 2 (dua) hari
setelahnya;
b. Tergugat sering meminum alkohol hingga mabuk;
c. Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan yang ia dapatkan
kepada Penggugat;
d. Orang tua Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan
Tergugat hanya diam tidak membela Penggugat di depan orang
tuanya;
6. Bahwa pada bulan April tahun 2023 dikarenakan orang tua Tergugat
mengatakan ia yang membiayai anak-anak Penggugat kepada tetangga-
tetangga dan memberikan baju TPA untuk anak yang pertama, namun
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Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk mengembalikan baju itu,
kemudian ketika Tergugat mengantar baju ke rumah orang tuanya,
Penggugat menyusul Tergugat dan ayah Tergugat langsung marah dan
berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat hanya diam, kemudian
Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah, namun Tergugat tidak
pulang kembali ke rumah, sehingga keesokkan harinya Penggugat
memutuskan untuk pergi dari rumah dan akibatnya Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah
lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali
membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmabh;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai
oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan
sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya
Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga
dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah
melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cg. Majelis Hakim yang
menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan
memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat).
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang

berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil namun berdasarkan
berita acara relaas panggilan 265/Pdt.G/2024/PA.MTK tanggal 15 Oktober 2024
bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal (sudah pindah) di alamat yang ditunjuk

Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara
lisan perkara Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga dengan alasan akan

mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang
tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan

dengan penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum
Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh
karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang

memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan
perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Jebus Kabupaten Bangka
Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan

Him. 4 dari 7 him. Penetapan No. 265/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan,
sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat
memiliki kedudukan hukum (legitima persona standi in judicio) untuk

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan
permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat dengan alasan akan mencari

alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal
yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum

masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat
dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat, yang mana ketentuan
Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap
jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat
terhadap pencabutan oleh Penggugat, maka in casu tidak diperlukan
persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
pencabutan perkara Nomor 265/Pdt.G/2024/PAMTK hari itu juga, dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan
perkara Penggugat, namun Hakim memandang perlu untuk menyatakan

terhadap pemeriksaan perkara a quo telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan
perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Hakim menilai Panitera
Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam
register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
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dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai

sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara,;

Mengingat ketentuan hukum syara’ serta peraturan perundangan berlaku

yang berhubungan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara  Nomor
265/Pdt.G/2024/PA.MTK dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama
Mentok pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Nailasara Hasniyati, S.H.l., M.S.I.
sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari
Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus
2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada
hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Imaniar, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim,

Nailasara Hasniyati, S.H.l, M.S.I

Panitera Pengganti,
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Imaniar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ~ : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 455.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)
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